
BUPATI BENER MERIAH
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu
dilakukan Perubahan Penjabaran APBK Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b
perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Meng.ingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan
Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan.
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

22. Peraturan
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disearse 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

28. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

31. Peraturan
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31.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Postur Dan Rincian APBN TA 2020 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2020 Nomor 94);

32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentag Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19);

34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refoccusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang
dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016, tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 874);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor):

40. Peraturan
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249):

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 250);

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 782);

.43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana
Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan

dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

44. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 Tentang
Tatacara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK Tambahan) Gelombang III Tahun
Anggaran 2020;

45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan
dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penangan
Dampak Penularan Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran

2020;

46. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1583/2019 tentang Hasil
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020
dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2020;

47. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019
tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang
Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020:

48. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020;

Memutuskan
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020.

P a s a 1 1

Perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 102.960.557.025,22
Bertambah/(Berkurang) Rp._(3.583.993.612.22)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 99.376.563.413,00

b. Dana perimbangan
Semula Rp. 631.150.054.000,00
Bertambah/ (Berkurang) Rp. (57.471.411.428.00)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 573.678.642.572,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Semula Rp. 310.499.701.264,00

Bertambah/(Berkurang) Rp,_11.392.569.425.00
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 321.892.270.689,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 994.947.476.674,00

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 554.161.066.771,22
Bertambah/(Berkurang) Rp,_(1.593.847.220.65)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 552.267.219.550,57

b. Belanja Langsung
Semula Rp. 490.449.245.518,00

Bertambah/(Berkurang) Rp. (42.715.515.041.10)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 447.733.730.476,90

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.000.300.950.027,00

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (5.353.473.353,47)
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3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :
a. Penerimaan

Semula
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Setelah Perubahan

Rp. 0,00
Rp. 5. 353.473.353,47

Rp. 5. 353.473.353,47

b. Pengeluaran
Semula

Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Setelah Perubahan

Rp. 0,00
Rp.

__
0,00

Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 5. 353.473.353,47

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
Setelah Perubahan Rp. 0,00

P a s a 1 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran IIPeraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal.
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P a s a 1 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M

09 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR 26

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M

09 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA
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